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l. Arah Pengaturan Pemilu Tahun 2019

Tujuan Pengaturan Pemilu

(Tahun 2019):

1. memperkuat sistem
ketatanegaraan yang
demokratis;

. mewujudkan Pemilu yang

adil dan berintegritas;
. menjamin konsistensi

pengaturan sistem Pemilu;
. memberikan kepastian

hukum dan mencegah
duplikasi pengaturan
Pemilu; dan

. mewujudkan Pemilu yang

efektif dan efisien.

Rancang Bangun Pemilu 2019

Stabilitas dan Efektivitas Pemerintahan

Sistem Presidensial
(Checks and Balances System)
legitimate.

DPR RI

PV‘CSId@V\ DPR RI yang

pengambilan hmgsnona{

keputusan PPR dan
PEMILU

pr opoNo

nal
Masyarakat
* Partisipasi
* Sadar politik
* Kualitas pilihan

Presiden

* Pewmilu serentak
* Alokasi kursi dan Dapil
* Metode konversi suara

* Sistem Pemilu
* Parliament threshold
* Kandidasi Pllpres

% Pasal 7 UU No 7 Tahun 2017

Penguatan Kelembagaan
Penyelenggara Pemilu,
berarti:

menambah;
memindahkan;
mengurangi; dan/atau
kewenangan; dan
menambah organ
(baru); atau
Mewmerjelas struktur
daya dukung
(supporting unit).

* Volume kewenangan
lembaga penyelenggara

Pemilu adalah constante.
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e KPU

* Masa jabatan Ketua dan anggota KPU selama S tahun,
dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali
pada level yang sama;

Penataan jumlah keanggotaan KPU prov dan KPU
kab/kota dengan mempertimbangkan jumlah
penduduk, luas wilayah, dan jumlah administrasi
pemerintahan (anggota KPU Prov: 5 atau 7; anggota
KPU Kab/Kota: 3 atau 5);

Kewenangan: mengangkat, membina, dan
memberhentikan jajaran KPU di bawahnya;
melakukan pemutakhiran dan memelihara data
pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan
data kependudukan; dan

Penguatan kelembagaan Sekretariat KPU: Sekjen KPU
dibantu paling banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama.

Nur Hidagat Sardini | web:



e Fungsi Administrasi KPU

Tabel 1 Kelembagaan Jajaran KPU Dalam Latar Managemen Organisasi

lnstitution
in the
Workforce

A KPU (pusat) -

Levels of

Mo aathnent Scope functions

e Top level

eksekutor, dan primary
of supervisor.

Adwinistrator, regulator,
eksekutor, dan supervisor
menengah.

s Middle level = provinsi

| Administrator, requlator,
eksekutor, dan supervisor
bnwal\.

KPU kab/kota

e Low level PPK/D

terbatas.

PPS
KPPS

— Pure eksecutor
— Implementer
— Executors

e The [owest
performer

Adwmiinistrator, regulator,

Eksekutor, dan supervisor

the Scope of the task

Seluruh penyelenggaraan Pemilu, KPU adalah penanggung
Jjawab Pewilu: planning, organizing, actuating, and
controlling.

- Adwinistrator, requlator, dan eksekutor dalam Pilgub, lebih
sebagai supevvisor dalam Pilbub/Pilwakot.

Adwministrator, reguh:(tor, dan siksskutar dd{am
Pilbub/Pilwakot, lebih sebagai supevvisor dalam Pileg dan
Pilpres.

Eksekutor penuh dalam seluruh jenis Pewilu, supervisor

terbatas.

Mutlak pelaksana lapangan/
“do not expect policy interpretation, but they are purely the
implementation of the policy.”

Source: Diterjemahkan NHS dari UU No.7 Tahun 2027 dan George Terry (2007)

e BAWASLU

* BAWASLU

« Masa jabatan ketua dan anggota Bawaslu
adalah selama 5 (lima) tahun, dan
sesudahnya dapat dipilih kembali, hanya
untuk satu kali masa jabatan pada level
yang sama;

Penataan jumlah keanggotaan Bawaslu
prov dan Bawaslu kab/kota dengan
mempertimbangkan jumlah penduduk,
luas wilayah, dan jumlah administrasi
pemerintahan. (anggota Bawaslu Prov: 5
atau 7; anggota Bawaslu Kab/Kota: 3
atau 5);

Penguatan kelembagaan Sekretariat
Bawaslu: Sekjen Bawaslu dibantu paling
banyak 3 deputi dan 1 inspektur utama.
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< Kewenangan (Baru):
1. Mendiskualifikasi peserta Pemilu
yang melakukan pelanggaran
terstruktur, masif, dan
sistematis;
. memutus pelanggaran
administratif;
menyelesaikan sengketa proses
Pemilu (melalui mediasi dan
adjudikasr);
. menerima pendaftaran
pemantau Pemilu;
. melatih saksi partai politik; dan
6. mengajukan pengujion
Peraturan KPU kepada M.A.
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Fungsi Administrasi BAWASLU

Tabel 2. Kelembagaan Jajaran BAWASLU Dalam Latar Managemen Organisasi

Levels of
Management

e Top level

I3 Middle level

e Low level

e The [owest
performer

lnstitution
in the
Workforce

BAWASLU '

(pusat)

BAWASLU

provinsi

BAWASLU/Panw

aslu kab/kota

Panwascam/Pan

was Distrik

PPL, dan

Panwas
TPS

Scope functions

Adwministrator, regulator,

eksekutor, dan primary
of supervisor.

Adwinistrator, regulator,

eksekutor, dan supervisor
menengah.

| Adwinistrator, requlator,

eksekutor, dan supervisor
bnwal\.

Eksekutor, dan supervisor
terbatas.

— Pure eksecutor
— Implementer
— Executors

the Scope of the task

Seluruh penyelenggaraan pengawasan Pewilu, Bawaslu
adalah penanggung jawab Pemiilu: planning, organizing,
actuating, and controlling.

Adwinistrator, requlator, dan eksekutor dalam Pilgub, lebih

sebagai supevvisor dalam Pilbub/Pilwakot.

Adwministrator, requlator, dan eksekutor dalam

Pilbub/Pilwakot, lebih sebagai supevvisor dalam Pileg dan

Pilpres.

Eksekutor penuh dalam seluruh jenis Pewilu, supervisor

terbatas.

Mutlak pelaksana lapangan/
“do not expect policy interpretation, but they are purely the
implementation of the policy.’

Source: Diterjemahkan NHS dari UU No.7 Tahun 2017 dan George Tevrry (2007)

« Anggota DKPP 7 orang terdiri
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Formasi Satu-Kesatuan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu

atas: 1 orang ex officro dari
unsur KPU; 1 orang ex officro
dari unsur Bawaslu; dan 5
orang tokoh masyarakat
(diusulkan Presiden 2. orang
dan DPR 3 orang);
Kewenangan: dapat
membentuk Tim Pemeriksa
Daerah yang anggotanya
terdiri atas unsur DKPP, KPU
Provinsi, Bawaslu Provinsi,
dan tokoh masyarakat yang
dapat memutus Ie!anggamn
kode etik yang dilakukan oleh
penyelenggara pemilu yang ad
hoce; dan

Penguatan kelembagaan
Sekretariat DKPP: Sekretariat
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KPU
Leading
sector

DKPP
Penjaga
kemandirian,
integritas,
kredibilitas

BAWASL

u
Quality
assurance

]

+ “MK DKPP” atau miungkin dengan
sebutan lain lagi digodok.

» DKPP ke KPU dalam

bentuk Putusan

« DKPP ke

BAWASLU dalam
Putusan
* BAWASLU ke KPU:
-Pelanggaran
adwministrasi TSM
-Sengketa Proses
Pemilu
-Pelanggaran kode
etik penyelenggara
Pewmilu.



e Perbandingan Resilience

Sengketa
Adwmiinistrasi
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Kode Etik PP

lll. Pergeseran Kewenangan

o Secara teoritis, kekuasaan itu
berwujud tunggal, yang hanya
dikuasai olelh negara, sementara
negara melimpahkan kekuasaan
kepada organ-organ pemerintahan
negara, yang disebut kewenangan;

Volume kekuasaan negara bersifat
konstanta, seperti seluruh air di muka
bumi ini adalah tidak berkurang dan
Juga tidak bertambah, hanya saja ia
berubah-ubah menurut distribusi,
sehingga berkurang di satu tempat
dan bertambah di tempat lain
tergantung waktu dan tempat (iklim,
cuaca, akibat tekanan udara);

o Demikian halnya dalam

penyelenggaraan Pemilu,
pemerintahan negara melimpahkan
sifat kekuasaan kepada lembaga KPU,
sebagaimana ketentuan Pasal 22E
ayat (5) UUD 1945, “Pemilihan
umum diselenggarakan oleh suatu
komisi yang bersifat nasional, tetap,
dan mandiri’’;

> Belakangan, karena perkembangan
ketatanegaraan, baik akibat Putusan
MK maupun kehendak pembentuk UU,
maka memaktubkan Bawaslu dan
DKPP secara fungsional berada dalam
dasar hukum ketentuan Pasal 22E
ayat (5) UUD 1945 tersebut.
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